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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 08 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR 

KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN 
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK 

SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI, 
SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN 

SUB BIDANG INSPEKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa Standar Kompetensi Tenaga Teknik 
Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, 
Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub 
Bidang Inspeksi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 029 
Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sehingga perlu 
disempurnakan; 
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b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi 
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana 
telah diubah dengan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007, dan sesuai dengan 
Berita Acara Forum Konsensus tanggal 25 November 2008 
mengenai Standar Kompetensi Tenaga Teknik 
Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, 
Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub 
Bidang Inspeksi, perlu menetapkan dan memberlakukan 
kembali Standar Kompetensi Tenaga Teknik 
Ketenagalistrikan dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 
Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga 
Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan 
Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang 
Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan 
dan Sub Bidang Inspeksi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5052); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4628); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha 
Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3603); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4408);  

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 
Oktober 2009; 

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor  2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 
tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik 
Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007; 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya 
Mineral; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN 
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK 
KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI 
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG 
PERANCANGAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI, SUB 
BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN 
SUB BIDANG INSPEKSI.   

Pasal 1 
Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang 
Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang 
Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 
Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 
Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
sebagai standar wajib. 

Pasal 3 
Terhadap Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah memiliki Sertifikat 
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan 
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Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang 
Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi yang diterbitkan 
sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap berlaku sampai berakhirnya 
masa berlaku Sertifikat tersebut. 

Pasal 4 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 029 Tahun 2006 tentang Penetapan dan 
Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang 
Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang 
Inspeksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Juli 2010 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER 
DAYA MINERAL REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
DARWIN ZAHEDY SALEH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Juli 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
 
ket: Lampiran Peraturan ini dapat dilihat di www.djpp.depkumham.go.id  

atau www.esdm.go.id 
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